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This study aims to see how the implementation of Perdes No. 1 of 2020 concerning the 
recognition and protection of indigenous peoples, Cek Bocek Selesek Reen Sury, that 
the village regulations take the form of protection, recognition, fulfillment and to what 
are the rights of these safe indigenous peoples. While the research methods used are 
normative and empirical research methods. The results of this study are first; that the 
real action taken by the village government through the village regulation was that the 
village government began to launch the next current year's budget allocation to 
improve the Cek Bocek indigenous people by allocating a village budget of Rp. 
30,000,000/year. The two village governments provide a strong opportunity for the 
customary government that what is the customary domain is no longer mixed with the 
village government as is the case in managing traditional rituals, alms and other 
customary laws that apply in the territory of indigenous peoples. Third, the use of the 
customary area spatial plan map is used jointly by the village government and the 
customary government in the development of legal villages in general. And the fourth 
is to strengthen the rites and sites of ancestral graves which are protected by the 
village government together with adat by making a map of the ancestral graves point 
and then ratifying it through signatures by the village government and the adat 
government. 
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi perdes No. 1 Tahun 
2020 Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen 
Sury,  Bahwa peraturan desa tersebut seperti apa bentuknya dalam memberikan 
perlindungan, pengakuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap apa yang menjadi 
hak-hak masyarakat adat selama ini. Sedangkan metode penelitian yang digunakan 
adalah menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Adapun hasil dari 
penelitian ini adalah pertama; bahwa Tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah 
desa melalui peraturan desa tersebut adalah pemerintah desa mulai mencanangkan 
alokasi anggaran di tahun berjalan keberikutnya untuk penguatan masyarakat adat 
Cek Bocek dengan mengalokasikan anggaran desa Rp. 30.000.000/tahun. Kedua 
pemerintah desa memberika peluang kuat kepada pemerintahan adat bahwa apa yang 
menjadi domain adat tidak lagi dicampur aduk oleh pemerintah desa seperti halnya 
dalam mengurus ritual-ritual adat, sedekah zakat dan hukum-hukum adat lainnya yang 
berlaku dalam wilayah masyarakat adat. Ketiga penggunaan peta rencana tata ruang 
wilayah adat sepakat digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan 
pemerintaha adat dalam pembangungan desa Lawin secara umum. Dan ke empat 
adalah penguatan pemeiliharaan ritus maupun situs makam leluhur dilindungai oleh 
pemerintah desa bersama adat dengan membuat peta titik kuburan leluhur kemudian 
disahkan melalui tandatangan oleh pemerintah desa dan pemerintahan adat. 
 

I. PENDAHULUAN 
Kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia 

merupakan bangsa majemuk, yang terdiri dari 
berbagai ragama suku bangsa, baik ras, etnis, 
agama, kepercayaan. Kesemuanya merupakan 
bagian dari sebuah nilai keberadaan dan 
kekayaan bangsa Indonesia yang dimiliki saat ini. 
Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa 
dan adat istiadat, memiliki banyak masyarakat 
adat, ribuan komunitas ini tersebar luas di 

seluruh pelosok Indonesia baik yang telah 
menyatakan diri maupun yang ”belum” me-
nyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, 
aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 
memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat 
di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau 
sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu 
merupakan jumlah yang dominan bila di-
bandingkan dengan perkiraan jumlah indigenous 
peoples secara regional di Asia dan dunia. United 
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Nation Permanen Forum on Indigenous Issue 
memperkirakan jumlah indigenous peoples ada-
lah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal 
di Asia. Di Indonesia, penyebutan untuk masya-
rakat adat sangat beragam. Secara umum 
masyarakat adat sering disebut dengan 
persekutuan hukum (Ter Haar), masyarakat 
terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa ter-
asing (Departemen Sosial), masyarakat primitif, 
suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan 
(Kusumaatmadja), masyarakat tradisional, 
masyarakat terbelakang, masyarakat hukum 
adat, masyarakat asli, peladang berpindah, 
perambah hutan, peladang liar dan terkadang 
sebagai penghambat pembangunan, sejarah 
mencatat, sebelum lahirnya bangsa Indonesia, 
keberadaan suku-suku, ras, etnis, masyarakat 
hukum adat jauh sebelumnya telah ada, se-
bagaimana yang dikemukan oleh Hazairin. 

Masyarakat Hukum Adat seperti di Jawa, 
Marga di Sumatera Selatan, Nagari di 
Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di 
Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan 
kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-
kelengkapan, untuk sanggup berdiri sendiri, 
yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan 
penguasa dan kesatuan lingkungan hidup ber-
dasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi 
semua anggotanya. Berbicara masyarakat adat di 
Sumbawa sangat asing bagi berbagai kalangan, 
rakyat Sumbawa tidak mengenal banyak yang 
namanya masyarakat adat, apalagi pemerintah 
daerah, mereka lebih mengenal pada masyarakat 
umumnya dan masyarakat di desa, ini yang 
menjadi menarik di kupas oleh berbagai penggiat 
masyarakat adat terutama para peneliti atau 
kampus-kampus yang ingin mencoba men-
dedikasi dirinya untuk berbuat banyak kepada 
bangsa dan Negara ini.  Namun ada yang menarik 
ketika berbicara masyarakat adat Cek Bocek 
Selesek Reen Sury, dimana masyarakat adat ini 
hidup dibagian selatan wilayah kabupaten 
Sumbawa tepatnya berada di wilayah pegunu-
ngan Ropang, apa yang menjadi menarik dari 
masayarakat adat ini adalah telah lahir suatu 
produk hukum desa yang memberikan legitamasi 
keberadaannya. Produk hukum ini telah menjadi 
acuan bagi pemerintah adat dalam menjalankan 
sistem pemerintahan adat baik dalam menjaga, 
mengelola dan memanfaatkan wilayah adat, 
adapun prodak hukum ini adalah peraturan desa 
No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan 
perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek 
Reen Sury. Melihat dari produk hukum ini, 
peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh seperti 

apa bentuk mengimplementasikan perdes ter-
sebut dalam tataran pemenuhan hak-hak dasar 
mayarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury di 
desa Lawin. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis 
penelitian hukum normatif dan empiris, pene-
litian hukum normatif dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan, yakni me-
mandang hukum bukan saja sebagai perangkat 
kaidah yang bersifat norma atau apa yang 
tertuang dalam teks peraturan perundang-
undangan (law in books) tetapi juga konsep-
konsep hukum atau pandangan para ahli hukum 
tentang hukum. Sedangkan penelitian hukum 
empiris adalah melihat langsung pada fakta-fakta 
lapangan terhadap objek yang diamati, kegiatan 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
meneliti bekerjanya Permendes  No. 1 Tahun 
2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan 
Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Selesek Reen 
Sury. Sedangkan pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute app-
roach), pendekatan konsep (konseptual app-
roach), dan pendekatan kasus (Case Approach). 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Masyarakat Adat 

Masyarakat Adat menurut Aliansi Masya-
rakat Adat Nusantara (AMAN) adalah; 
Sekelompok penduduk yang hidup berdasar-
kan asal usul leluhur dalam suatu wilayah 
geografis tertentu,  memiliki sistem nilai dan 
sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah 
dan kekayaan alamnya serta mengatur dan 
mengurus keberlanjutan kehidupannya 
dengan hukum dan kelembagaan adat 
(pasal10 ayat 2 ) tahun 1999. Masyarakat adat 
adalah komunitas-komunitas yang hidup 
berdasarkan asal-usul leluhur secara turun 
temurun di atas suatu wilayah adat, yang 
memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan 
alam, memiliki budaya, yang diatur oleh 
hukum adat dan memiliki lembaga adat yang 
mengelola keberlangsungan kehidupan 
masyarakatnya. Dari definisi di atas, setidak-
nya ada 3 aspek yang merupakan ciri 
masyarakat adat yaitu: pertama, ada se-
kelompok orang yang hidup dalam satu 
wilayah tertentu sebagai subjek hukumnya, 
kedua, ada basis materi (sumber daya alam) 
yang bersumber dari proses subyek ini 
membangun peradaban, dan ketiga ada 
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organiasi dan tata aturan yang mereka buat 
dan tatai bersama, untuk melihat keberadaan 
Masyarakat Adat di lapangan, kita harus 
melihat realitas keberadaan 3 aspek tersebut. 
sedangkang menurut UU  UU No 32 tahun 
2009 Tentang Pengelolaan dan pelindungan 
Lingkungan Hidup; Masyarakat hukum adat 
adalah kelompok masyarakat yang secara 
turun temurun bermukim di wilayah geografis 
tertentu karena adanya ikatan pada asal usul 
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan 
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai 
yang menentukan pranata ekonomi, politik, 
sosial, dan hukum.  

Masyarakat Adat menurut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 
Tentang Pedoman pengakuan dan per-
lindungan masyarakat hukum adat; pasal 1 
ayat (1), masyarakat Hukum Adat adalah 
Warga Negara Indonesia yang memiiki 
karakteristik khas, hidup berkelompok secara 
harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki 
ikatan pada asal usul leluhur dan atau 
kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan 
yang kuat dengan tanah dan lingkungan 
hidup, serta adanya sistem nilaiyang me-
nentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 
budaya, hukum danmemanfaatkan satu 
wilayah tertentu secara turun temurun. 

 

2. Implementasi 
Implementasi dapat berarti pelaksanaan, 

implementasi adalah suatu tindakan atau 
pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 
disusun secara matang dan terperinci, secara 
sederhana implementasi menurut para ahli, 
implementasi mengemukakan sebagai eva-
luasi, Browne dan Widavsky (dalam Nurdiin 
dan Usman, 2004;70),  mengemukakan bahwa 
implementasi adalah perluasan aktivitas yang 
saling menyesuaikan. 

 

3. Pengaturan 
Pengaturan adalah suatu bentuk penataan 

terhadap segala sesuatu, baik benda, barang, 
pelayanan, kebijakan, masyarakat hukum, 
maupun masyarakat hukum adat, pengaturan 
terhadap pengakuan masyarakat hukum adat 
sepeti apa yang diungkapkan oleh Abdon 
Nababan; Jika menunggu inisiatif pemerintah 
untuk pengaturan merehabilitasi wilayah 
adat, maka masyarakat hukum adat tidak 
pernah mengetahui kapan wilayah-wilayah 
adat ini akan direhabilitasi untuk ditata rapi 
dalam pengaturan masyarakat hukum adat. 
Sedangkan proses penghacuran terus di-

lakukan oleh kebijakan pemerintah atas 
eksploitasi sumber daya alam oleh peme-
rintah dengan terus menerus, jadi pengaturan 
masyarakat hukum adat ada dua hal yang 
sangat penting; pertama pengaturan masya-
rakat hukum adat oleh masyarakat hukum 
adat itu sendiri melalui rapat adat, dan 
pemetaan wilayah adat, sedangkan yang 
kedua adalah diatur oleh pemerintah atas 
pemenuhan atas hak-hak atas keberadaanya. 
Pentingnya pengaturan diri dalam masyarakat 
hukum adat, adalah untuk menunjukkan 
kepada pemerintah atas keberadaannya, 
pengaturan dengan mendorong pelibatan 
masyarakat dalam menentukan rencana ruang 
bagi masyarakat merupakan bentuk awal 
peranan masyarakat dalam proteksi ke-
hidupan tradisional selama ini untuk me-
nentukan arah pembangunan dan pengelolaan 
sumber daya alam kedepan, berbagai 
instrument pendukung yang direncanakan 
akan menarik investasi yang berpihak pada 
masyarakat dan menghindarkan investasi 
yang menimbulkan dampak luas bagi masya-
rakat sekarang dan akan datang. 

 

4. Pengakuan 
Pengakuan merupakan penerimaan 

terhadap keberaadaan sesuatu, dalam konteks 
kebernegaraan, bahwa Negara sudah menjadi 
tugas untuk memberikan pengakuan dan 
penghormatan pada kelompok-kelompok 
tertentu, dalam Konstitusi telah diatur me-
ngenai pengakuan masyarakat hukum adat, 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak 
Masyarakat Hukum Adat memuat terkait 
syarat pengakuan masyarakat hukum adat 
antara lain: 
a) Sejarah Masyarakat Hukum Adat; 
b) Wilayah Adat; 
c) Hukum Adat; 
d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda 

adat; dan 
e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat. 

 

5. Perlindungan 
Berbicara mengenai perlindungan hukum, 

hal ini merupakan salah satu hal terpenting 
dari unsur suatu negara hukum, di anggap 
penting karena salah satu negara akan mem-
bentuk pula aturan-aturan hukum dalam 
Negara tersebut, perlindungan hukum adalah 
suatu perlindungan yang diberikan kepada 
subyek dalam bentuk perangkat yang baik 



http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022 (3243-3251) 

 

3246 

 

yang bersifat preventif maupun yang bersifat 
refresif, baik yang lisan maupun tertulis. 
Pendapat para ahli tentang pengertian dari 
perlindungan hukum diantaranya; 
a) Menurut Satipto Rahardjo; adalah mem-

berikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum. 

b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat 
bahwa perlindungan hukum adalah 
perlindungan akar dan harkat martabat, 
serta pengakuan atas hak-hak asasi 
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 
berdasarkan ketentuan hukum dari 
kewenangan. 

c) Menurut CST Kansil; berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat 
penegak hukum untuk memberikan rasa 
aman, baik secara fikiran maupun fisik dari 
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 
manapun. 

 

6. Masyarakat adat Cek Bocek 
Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen 

Suri, merupakan masyarakat yang hidup 
secara turun temurun di desa Lawin 
kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa. 
Masyarakat adat ini berada di Sumbawa 
bagian selatan, yang jarak tempuh dari pusat 
kota Sumbawa normalnya 2-3 jam. Namun 
ketika cuaca buruk atau tidak bersahabat 
dapat ditempuh 4-5 jam, secara geografis 

terletak antara 117◦ 18’ BT  s/d 117◦30’  BT  

dan antara 8◦ 52’ LS s/d 9◦ 04’ LS : Se-belah 
utara berada pada wilayah hulu DAS Lang 
Remung, Sebelah Selatan berbatasan dengan 
Samudera Indonesia, Sebelah Barat melintasi 
wilayah hulu DAS babar, DAS Lampit dan DAS 
Presa, Sebelah Timur melintasi sungai 
Sengane. Dengan cakupan luas wilayah yang 
ditentukan secara partisipatif oleh masyara-
kat hukum adat Cek Bocek itu sendiri.  Luas 
wilayah adat 28.975.74 Ha dengan krak-
teristik biofisik sumber daya alam yang khas 
dan tidak dapat dimanipulasi dalam jangka 
pendek.Sedangkan berbicara keadaan pen-
duduk Masyarakat Adat Cek Bocek  
Kabupaten Sumbawa adalah:  
a) Jumlah Penduduk: 1 504 Jiwa (766 Laki-

laki dan 738 Perempuan). 
b) Jumlah Rumah Tangga: 373 kepala 

keluarga 

c) Jumlah Rumah: 427 KK 
 

Keberadaan masyarakat adat Cek Bocek 
Selesek Reen Sury berdasarkan asal usul 
adalah berasal dari kedatuan Awan 
Maskuning sejak tahun 1512, ini merupakan 
dinasti tertua di kabupaten Sumbawa atau 
bisa disebutkan sebagai kedatuan yang 
terbesar di wilayah kedatuan,  maupun jauh 
sebelum adanya kesultanan Sumbawa. 
Dengan adanya masyarakat adat Cek Bocek 
Selesek Reen Sury ini pemerintah desa Lawin 
melahirkan peraturan desa No.1 Tahun 2020 
tentang pengakuan dan perlindungan 
masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen 
Sury, dimana di dalam peraturan desa ter-
sebut memperkuat keberadaan masyarakat 
adat itu sendiri baik hak atas wilayah adat, 
hutan adat, hak ulayat, sejarah, situs-situs, 
kelembagaan adat, nilai-nilai adat dan norma-
norma adat yang berlaku, serta termasuk 
penganggaran oleh desa melalui APB Des 
dalam penguatan kapasistas pemerintahan 
adat Cek Bocek Selesek Reek Sury. 

 

7. Hakekat dan Proses melahirkan perdes oleh 
Pemdes Lawin 

Peranan masyarakat desa sesungguhnya 
merupakan cermin atas sejauh mana aturan 
demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa 
sekaligus merupakan ujung tombak imp-
lementasi kehidupan demokrasi bagi setiap 
warganya, sementara itu dalam sistem 
pemerintahan Indonesia juga dikenal peme-
rintahan desa dimana dalam perkemban-
gannya Desa kemudian tetap dikenal dalam 
tata pemerintahan di Indonesia sebagai 
tingkat pemerintahan yang paling bawah dan 
merupakan ujung tombak pemerintahan dan 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan atau 
yang di sebut dengan nama lain dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusya-
waratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasar-
kan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, selaras dengan Lahir Undang-
undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
bahwa kedudukan pemerintah desa semakin 
kuat. Desa semakin diberikan kekuatan oleh 
undang-undang untuk menyelengarakan 
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urusan pemerintah ditingkat desa, guna untuk 
mempercepat pembangunan desa, begitu juga 
permendes Permendagri No. 114 Tahun 2014 
Tentang pedoman pembangunan desa serta 
Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang pe-
doman kewenangan berdasarkan hak asal usul  
dan kewenangan lokal berskala desa.  

Lahirnya Peraturan Bupati Sumbawa No 10 
Tahun 2017 Tentang daftar Kewenangan asal 
usul, Perbub ini menghajatkan kepada 
pemerintah desa agar membuat kewenangan 
di tingkat desa baik kewenangan asal usul 
maupun kewenangan lokal berskala desa. 
Lewat peraturan bupati ini, desa dihajatkan 
agar betul-betul memfokuskan pemerintahan-
nya dala membangun desa, baik dalam 
membuat peraturan desa berkala lokal desa 
maupun peraturan desa berdasarkan atas 
kewenangan hak asal usul, pemerintah desa 
Lawin menangkap peluang ini, menterjemah-
kan berbagai produk hukum dalam undang-
undang dalam membuat berbagai peraturan 
desa. Semenjak bulan Agustus 2020, masya-
rakat adat Cek Bocek bersama para tokoh 
adat, pemuda, perempuan adat,  terus ber-
proses  berupaya mendorong kepala desa  
agar draf perdes yang disusun bersama-sama 
oleh masyarakat adat Cek Bocek agar segera di 
perdeskan. Pada proses ini, untuk lebih 
menguatnya pemerintah desa menunjukkan 
tim ahli untuk penyusunan draf perdesnya. 
Dan dilanjutkan ke proses konsultasi.  Proses 
konsultasi berapa kali dilakukan,: pertama  
konsultasi dengan Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa. 
Keterlibatan AMAN Daerah Sumbawa dalam 
menyusun Draf Peraturan Desa adalah ingin 
melihat perdes seperti apa yang cocok 
diterapkan dalam masyarakat adat Cek Bocek. 
Kedua, Konsultasi dengan Majelis tinggi 
Kelembagaan Parenta Ne adat Cek Bocek, 
masyarakat adat Cek Bocek bersama ke-
lembagaan adat Bengko Adat membahas draf 
bersama masyarakat adat, Bengko Adat adalah 
dewan adat dalam struktur adat yang 
kedudukannya mengawal pemerintahan adat 
dalam masyarakat adat. Konsultasi ini dilaku-
kan untuk menyerap masukan terhadap pasal-
pasal yang telah diterapkan disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat adat Cek 
Bocek, proses konsultasi ini lebih dalam 
berbicara pada dilakukan oleh Cek Bocek 
adalah sebagai upaya bersama masyarakat 
adat Cek Bocek, agar tujuan dari pembentuk 
perdes ini untuk melindungi apa yang menjadi 

warisan nenek moyang secara turun turun 
temurun, komposisi perempuan adat, pemuda 
adat. Ketiga, Konsultasi dengan Para tokoh 
Masyarakat Adat, perempuan adat, pemuda 
adat, kepala adat, diskusi ini sebagai bentuk 
final draf perdes dari masyarakat adat yang 
akan digunakan untuk sebagai acuan dalam 
pembahasan tingkat akhir bersama peme-
rintah desa. Ke empat, Konsultasi dengan BPD 
dan pemerintah desa. Bengko Adat, kepala 
adat, BPD, kadus, RW, RT dan segenap tokoh 
masyarakat umum desa Lawin, ini merupakan 
tahap akhir yang dilakukan oleh masyarakat 
adat  Cek Bocek berseama segenap unsur 
masyarakat secara umum,  Kemudian setelah 
proses konsultasi di bagian akhir perdes 
ditetapkan menjadi perdes.  

  

8. Bentuk-bentuk Impelementasi Perdes Lawin 
No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan 
perlindungan masyarakat adat Cek Bocek 
Selesek Reen Sury 

Semenjak di undang-undangkan peraturan 
desa Lawin No. 1 Tahun 2020 Tentang 
pengakuan dan perlindungan masyarakat adat 
Cek Bocek, peraturan desa ini langsung 
bekerja pada inventarisasi nilai-nilai adat yang 
berkembang dalam masyarakat adat Cek 
Bocek Selesek Reen Sury. Seperti apa yang 
dituangkan dalam pasal 4 ayat 2; bahwa 
pemerintah desa Lawin, mengakui dan 
melindungi eksistensi masyarakat adat Cek 
Bocek Selesek Reen Sury, hak koleftif, dan hak 
perorangan warga atas tanah, tumbuh-
tumbuhan serta satwa di atas tanah, jadi 
semua yang ada di atas wilayah adat benar-
benar dilindungi oleh perdes ini, kongkrit 
nyata lagi dari pelaksanaan perdes ini adalah 
rencana tata ruang wilayah adat di integ-
rasikan dengan pembangungan desa. Jadi apa 
yang direncanakan oleh desa selalu di 
konsultasikan oleh ke pemerintahan adat. 
Bahkan dalam pembagian tugas di lapangan 
dibagi dalam dua bentuk: ketika menyangkut 
urusan adat maka lebih dominan peme-
rintahan adat yang punya kegiatan, seperti 
halnya dalam melakukan ritual-ritual adat, 
sedekat zakat tidak lagi menjadi dominan 
intevensi oleh kepala desa atau pemerintahan 
desa. Disisi lain dalam pelaksanaan perdes ini, 
kepala desa mulai menerapkan dalam ran-
cangan pembangungan desa adalah mem-
berikan dukungan anggaran kepada 
pemerintahan adat yang berupa anggaran 
tahunan untuk masyarakat adat yakni Rp. 
30.000.000/tahun dan intensip kepala adat. 
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Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh 
pemeritntah desa dalam memperkuat posisi 
masyarakat adat, seperti halnya rencana tata 
ruang wilayah adat juga digunakan sebagai 
tata ruang pembangunan desa, perlindungan 
sejarah adat istiadat, situs-situs makam 
leluhur sudah menjadi perhatian penuh 
pemerintah desa, seperti contoh dibawah ini: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Sebaran titik makam leluhur  
Cek Bocek 

 

Gambar diatas menujukan bahwa kepala 
desa dan kepala adat sepakat menjalankan 
peraturan desa tersebut dengan memulai 
melindungi situs-situs sejarah sebagai bentuk 
komitmen pemerintah desa dalam memberi-
kan pengakuan dan perlindungan masyarakat 
adat Cek Bocek. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Secara administrasi masyarakat adat Cek 

Bocek berada di Desa Lawin kecamatan 
Ropang kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara 
Barat, masyarakat adat Cek Bocek merupakan 
masyarakat adat yang hidup secara asal usul 
turun temurun yang hidup di atas geografis 
tertentu yang pola hidupnya di atur oleh 
kelembagaan mereka sendiri yang mem-
punyai ikatan  yang kuat dengan tanah 
leluhurnya secara turun temurun sampai saat 
ini. Secara keseluruhan setelah di tetapkan 
peraturan desa Lawin No. 1 Tahun 2020 
tentang pengakuan dan perlindungan masya-
rakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. 
Bahwa peraturan desa tersebut sudah mulai 
bekerja untuk memberikan perlindungan dan 
pengakuan terhadap apa yang menjadi hak-
hak masyarakat adat salama ini. Tindakan 
nyata yang dilakukan melaui peraturan desa 
tersebut adalah; pemerintah desa mulai 

mencanangkan alokasi anggaran di tahun 
berjalan keberikutnya untuk pengutan masya-
rakat adat Cek Bocek yakni mengalokasikan 
anggaran desa Rp. 30.000.000/tahun. Kedua 
pemerintah desa memberika peluang kuat 
kepada pemerintahan adat bahwa apa yang 
menjadi domain adat tidak lagi dicampuraduk 
oleh pemerintah desa seperti halmya dalam 
mengurus ritual-ritual adat, sedekah zakat 
dan hukum-hukum adat lainnya yang berlaku 
dalam wilayah masyarakat adat. Ketiga peng-
gunaan peta rencana tata ruang wilayah adat 
sepakat digunakan secara bersama-sama oleh 
pemerintah desa dan pemerintaha adat dalam 
pembangungan desa, dan terakhir adalah 
penguatan pemeiliharaan ritus maupun situs 
makam leluhur dilindungai oleh pemerintah 
desa bersama adat dengan membuat peta titik 
kuburan leluhur kemudian disahkan oleh 
pemerintah desa dan adat. 

 
B. Saran 

Penelitian ini lebih menjelaskan kepada 
bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan 
perdes No 1 Tahun 2020 Tentanga pengakuan 
dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek 
Selesek Reen Sury, jadi peneliti lebih melihat 
dari hajatan pasal demi pasal perdes tersebut 
bagian-bagian mana yang sudah dilaksanakan 
oleh pemerintah desa, untuk itu kami sebagai 
peneliti untuk memberikan sumbangsi saran 
uuntuk kesempurnaan penelitian keberikut-
nya. 
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